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KONSEP TENTANG KERJASAMA PENGELOLAAN PERTANIAN DAN

‘URF MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Muzaraah dan Mukhabarah

Pertanian dalam bahasa Arab disebut Muzaraah dan Mukhabarah.
Tagiyyuddin yang mengutip pendapat Al-Qadhi Abu Thayib menyatakan
bahwa Muzaraah dan Mukhabarah merupakan satu pengertian. Tetapi,
meskipun kedua istilah itu mempunyai satu arti, namun pada saat yang
bersamaan, keduanya mempunyai dua arti, yang pertama berarti tharh az-
zurrah (melemparkan tanaman), kedua adalah modal (al-hadzar). Makna
yang pertama adalah makna majaz, sedangkan makna yang kedua ialah
makna hakiki. Pendapat lain, muzaraah dan mukhabarah memiliki makna
yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh Al-Rafi’i dan Al-
Nawawi."

Menurut bahasa, al-muzaraah memiliki dua arti, yang pertama al-
muzaraah yang berarti tharh al-zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya
adalah modal (al-hadzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan
makna yang kedua adalah makna hakiki.> Muzaraah adalah kerja sama
pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik
lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

! Abi Bakr Ibnu Muhammad, Kifayah al-Akhyar, ( Bandung: Al-Ma’arif, t.t) 301.
2 Abdurrahman al-jaziri, Figh ‘Ala Madzahib ak-Arb’ah, (Bairut: Dar al-Qalam, 1969), 1.
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Muzaraah sering kali diidentikan dengan mukhabarah. Diantara
keduanya ada sedikit perbedaan, muzaraah benihnya dari pemilik tanah,
sedangkan mukhabarah benih dari penggarap.® Menurut ulama Syafi’iyah
membedakan antara mukhabarah dan muzara’ah. Mukhabarah adalah
mengelola tanah yang di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya
berasal dari pengelola. Adapun muzara’ah sama seperti mukhabarah hanya
saja benihnya berasal dari pemilik tanah.*

Muzaraah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat
tersebut dikemukakan oleh al-Rafi’i dan al-Nawawi, sedangkan menurut al-
Qadhi Abu Thayid, muzaraah dan mukhabarah merupakan satu pengertian.’
Menurut istilah, muzaraah dan mukhabarah didefinisikan oleh para ulama,
seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, sebagai berikut.

Menurut Hanafiyah, muzaraah adalah

P2V o B o g s ks

Artinyg: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagain yang keluar dari
bumi.”

Sedangkan mukhabarah, menurut Syafi’iyah adalah

q‘a)‘y\ ot A e ij\ e e

Artinya: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar
dari bumi.””’

® Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: kencana, 2012), 240.
* Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-muhtaj, Juz 11, 323.
> Abi bakr Ibn Muhammad Tagiyyuddin, Kifayat al-Akhyar, (Bandung: Alma’arif, 1987), 314.
jAbdurrahman al-jaziri, Figh ‘Ala Madzahib ak-Arb’ah, (Bairut: Dar al-Qalam, 1969),2.
Ibid.
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Definisi muzaraah dan mukhabkarah menurut ulama Hanfiyah hampir tidak
bisa dibedakan. Muzaraah menggunakan kalimat bi ba’d al-kharij min al-ard,
sedangkan dalam mukhabarah dengan kalimat bi ba’d ma>yakhruju min al-
ard. Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan.
Namun, belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran
Hanafiyah.?

Menurut Hanabilah, muzaraah adalah:

s, R0, - o-r BRo08. o

NI Sy Loy ok L;.U\ J,.L,.b o 4;)\).\ e-ws u@y\ wu S ol

Artinya: “Pemilik tanah yang sebenarnya, menyerahkan tanahnya untuk
ditanami dan yang bekerja diberi bibit.”®

Sedangkan menurut Malikiyah, muzaraah adalah:

L) 3 35

Artinya: "Bersekutu dengan akad.”*

Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa muzaraah
adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang
perdagangan.™

Menurut dhahir nash, al-Syafi’i berpendapat bahwa mukhabarah

adalah:

s 0, 8 %0 - - P

JLJ\ w”‘ 55 ) e L AL um u@w 3 Jol alatas

¢ \bid.
° Ibid., 3.
19 1bid., 4.
1 1bid.
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Artinya: “Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah
tersebut.”*?

Sedangkan muzaraah adalah:

G A 28 g e
Artinya: “Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari
tanah tersebut.”**

Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa mukhabarah adalah:
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Artinya: “Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja
dan modal dari pengelola.”**

Sedangkan muzaraah adalah:

& for -~
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Artinya: “Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan
darinya dan modal dari pemilik tanah.”*

Setelah diketahui definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa
mukhabarah dan muzaraah ada kesamaan dan ada pula perbedaan.
Persamaanya adalah antara mukhabarah dan muzaraah terjadi pada peristiwa
yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain
untuk dikelola. Perbedaanya adalah pada modal, bila modal berasal dari
pengelola disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik

tanah, disebut muzaraah.*®

12 Abi bakr Ibn Muhammad Tagiyyuddin, Kifayat al-Akhyar, (Bandung: Alma’arif, 1987), 314.
3 bid.

14 Al-Syaikh Ibrahim Bajuri, al-Bajuri, (Semarang: Usaha Keluarga), 34.

> Ibid.

!¢ Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 155.
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B. Dasar Hukum Mukhabarah dan Muzaraah
Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum
mukhabarah dan muzaraah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh

Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.
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Artinya: “sesungguhnya Nabi saw menyatakan, tidak diharamkan
bermuzaraah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian
menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang
memiliki tanah, maka hendaknya ditanaminya atau diberikan
faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan
saja tanah itu.”(H.R. bukhari)*’

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw pernah
memberikan tanah Khaibar kepada pendudunya (waktu itu mereka masih
yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan
tanam-tanaman. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan
bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzaraah dengan
rasio bagi hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4 , 1/2: 1/2, maka Rasulullah saw pun
bersabda: “Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap.
Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.'®

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam
Malik, Ahmad, dan Abu Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahawa muzaraah

diperbolehkan. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh

Jama’ah dari 1bn Umar bahwa Nabi saw bermuamalah dengan ahli Khaibar

7 |dris Ahmad, Figh al-Syafi’iyah, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 134.
'8 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: kencana, 2012), 240.
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dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-
buahan maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, muzaraah dapat dikategorikan
perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan
pekerja dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah,
sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik, tetapi tidak
memiliki tanah. Dengan demikian, dibolehkan sebagaimana dalam
mudharabah.*®

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jakfar, tidak ada satu
pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzaraah
dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayidina
Ali, Sa’ad bin Wagash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah,
keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.?°

Diriwayatkan olen Abu Dawud dan al-Nasa’i dari Rafi’ r.a. dari Nabi

saw, beliau bersabda:

B 80 8. 2 o o SR8 80 S B 0g B8 S B S8 80 ‘%
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Artinya: “yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-
laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-
laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya
dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak.”*

19 Rachmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 207.
20 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah...,204.
2! |dris Ahmad, Figh al-Syafi’iyah, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 134.
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Menurut al-Syafi’iyah, haram hukumnya melakukan muzaraah. la
beralasan dengan Hadis sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Muslim

dari Tsabit Ibn al-Dhahak:

e
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Artinya: “Bahwa Rasulullah saw, telah melarang bermuzaraah dan
memerintahkan sewa menyewa saja dan Rasulullah saw bersabda, itu
tidak mengapa.”?

Diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a.
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Artinya: “Sesungguhnya Thawus r.a. bermukhabarah, Umar r.a
berkata, dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau
tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi
melaranya. Kemudian Thawas berkata, telah diceritakan kepadaku
orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas,
bahwa Nabi Saw, tidak melarang mukhabarah, hanya belaiu berkata,
bila seseorang memberi manfaat bagi saudaranya, hal itu lebih baik
dari pada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah
dimaklumi.”?

Menurut pengarang kitab al-Minhaj, bahwa mukhabarah, vyaitu
mengerjakan tanah (menggarap lahan atau sawah) dengan mengambil
sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula
bermuzaraah yaitu pengolahan tanah yang beniihnya dari pengelola tanah.

Pendapat ini beralasan kepada beberapa hadis shahih, antara lain Hadis

22 | bid.
28 |bid.
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Tsabit Ibn Dhahak, kerena mengingat akibat buruk sering terjadi ketika

berbuah.?*

Demikian dikemukakan dasar hukum muzarmah dan mukhabarah,

diketahui pula pendapat para ulama, ada yang mengharamkan keduanya,

seperti pengarang al-Minhaj, ada yang mengharamkan muzaraah saja, seperti

ai-Syafi’i dan ada yang menghalalkan kedua-duanya, antara lain al-Nawawi,

dan Khatabi.?®

C. Rukun dan Syarat Mukhabarah dan Muzaraah

Rukun Mukhabarah dan Muzaraah adalah:

1.

2.

3.

4.

Pemilik lahan
Penggarap
Lahan yang digarap

Akad

Menurut Hanafiyah, rukun muzaraah ialah akad, yaitu ijab dan kabul

antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzaraah

menurut Hanafiyah ada empat, yaitu:

Alat-alat untuk menanam.?’

1. Tanah
2. Perbuatan pekerja
3. Modal
4,
* 1bid., 135.

%> Sulaiman Rasyid, Figh Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 289.
%8 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: kencana, 2012), 241.
2" Abdurrahman al-jaziri, Figh ‘Ala Madzahib ak-Arb’ah, (Bairut: Dar al-Qalam, 1969), 5.
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Rukun mukhabarah sama dengan muzaraah hanya saja beda dalam

sistem permodalan. Dalam akad Mukhabarah dan Muzaraah juga ada

ketentuan syarat-syarat. Antara lain adalah sebagai berikut:

1.

2.

5.

Syarat yang bertalian dengan ‘aqgidain, yaitu harus berakal.

Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya

penentuan macam apa saja yang akan ditanam.

Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:

a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya
(persentase ketika akad)

b. Hasil adalah milik bersama

c. Bagian antara Amil dan Malik adalah satu jenis barang yang
sama, misal dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian
Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.

d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.

e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang
ma’lum.

Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu

tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui

batas-batasnya.

Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah

a. Waktunya telah ditentukan

b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang

dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4
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bulan (tergantung teknologi yang dipakinya, termasuk
kebiasaan setempat),
c. Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup meurut
kebiasaan.
Hal yang berkaitan denga alat-alat muzaraah, alat-alat tersebut
disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada
pemilik tanah.?
Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap ke
pihak yang akan menggarap.
Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia
menggarap lahan yang diterimanya.
Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi
lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk
mengatasinya menjelang musim tanam.
Penggarap berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak

panen meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.

11. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama yang

12.

dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak
penggarap bisa dipanen.
Hak penggarap lahan bisa dipindahkan dengan cara diwariskan bila

penggarap meninggal dunia, sampai tanaman bisa dipanen.

28 1bid., 9.
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13. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan

akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.?®

D. Macam Hukum dan Pelaksanaan Muzaraah dan Mukhabarah
Muzaraah diperbolehkan oleh sebagian besar para sahabat, tabi’in, dan
para imam. Namun, tidak tiperbolehkan oleh sebagian yang lain. Dalil orang-
orang yang membolehkannya adalah muamalah Rasulullah saw. Imam Al-
Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah saw.
Memperkerjakan orang-orang Khaibar ditanah Khaibar dan mereka

mendapat separuh dari tanaman atau buah-buahan yang dihasilkannya.

Ketika itu, Rasulullah saw memberi istri-istrinya sebanyak saratus
wasaq (delapan puluh wasag kurma dan dua puluh wasaq sya’ir). Mereka
menafsirkan tidak boleh melakukan akad muzaraah itu karena mereka

berhujah dengan hadits Rafi’ bin Khadij r.a. yang berkata,
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Artinya: “Aku orang dari kaum Anshar yang paling banyak kebunnya,
walau dulu aku menyewakan tanah dengan syarat aku mendapatkan
sesuatu dan para penggarap mendapatkan sesuatu, namun terkadang
pohon mengeluarkan hasil dan terkadang tidak, kemudian aku
dilarang dari itu semua”. (Muttafaq Alaih). *

Atau larangan tersebut adalah karena makruh berdasarkan ucapan Abdullah

bin Al-Abbas r.a.

2% Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah..., 242.
%0 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslimir, (Beirut: Darul Fikri, 2003), 552.
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Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw tidak melarangnya. Hanya
saja, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian memberi kepada
saudaranya itu lebih baik baginya dari pada ia menetapkan pajak
dalam jumlah tertentu kepadanya”. (HR. Bukhari)®

Di antara macam hukum-hukum muzargah menurut Al-Jazairi adalah

sebagai berikut.

a.

b.

Masa muzaraah harus ditentukan, misalnya satu tahun.

Bagian yang disepakati ukurannya harus diketahui, misalnya
setengah atau sepertiga atau seperempat, dan harus mencakup apa
saja yang dihasilkan tanah. Jika pemilik tanah berkata kepada
penggarapnya, “engkau berhak atas apa yang tumbuh ditempat ini
dan tidak ditempat lainnya” maka tidak sah.

Bibit tanaman harus berasal dari pemilik tanah. Jika bibit tanaman
berasal dari penggarap tanah, itu namanya mukhabarah. Perbedaan
pendapat para ulama tentang mukhabarah itu lebih keras dari pada
perbedaan pendapat mereka tentang muzaraah, karena ucapan

Jabir r.a.
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Artinya: “Rasulullah saw. Melarang mukhabarah” (HR. Ahmad
dengan sanad shakhih).*

%1 |bid.
%2 bid.
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Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit dari hasil panen
sebelum dibagi dan sisanya untuknya dan untuk pengarap sesuai
dengan yang disyaratkan keduanya makan muzaraah tidak sah.
Menyewakan tanah dengan harga kontan lebih baik dari pada akad
muzaraah, karena Rafi’ bin Khadij r.a. berkata

2yl Lt o

Artinya: “sekalipun dengan emas atau dengan perak, Rasulullah

saw. Tidak melarangnya”.*

Jumhur ulama melarang menyewakan tanah dengan makanan,
karena itu artinya jual beli makanan dengan pembayaran tunda
atau harga beda sehingga diharamkan agama. Adapun hadits yang
diriwayatkan imam Ahmad yang membolehkannya, itu ditafsirkan
kepada muzaraah dan tidak kepada penyewaan tanah dan

makanan.*

E. Hikmah Muzaraah dan Mukhabarah

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi,

kuda, dan yang lainya. Dia sanggup untuk berladang dan betani untuk

mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya,

banyak diantara manusia mempunyai tanah, sawah, ladang dan lainya, yang

layak untuk ditanami (bertani) tetapi tidak memiliki binatang dan

kemampuan untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau dia sendiri

% |bid.
* Ibid.
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tidak sempat untuk melakukan pekerjaannya, sehingga banyak tanah yang
dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.

Muzaraah dan Mukhabarah disyari’atkan untuk menghindari adanya
pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada
tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak
diproduksikan karena tidak ada yang mengolahnya.

Muzaraah dan Mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal
lainya yang bersifat teknis disesuikan dengan syirkah yaitu konsep
bekerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing
pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.®

F. Kaidah Umum al-*Urf
1. Pengertian al-‘Urf
Dari segi kebahasaan (etimologi) al-‘urf berasal dari kata yang
terdiri dari huruf “ain, ra’ dan fa’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul
kata ma’rifah (yang dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikenal
sebagai kebaikan ), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik).*® Menurut Abdul
Wahhab Khallaf, ‘urf adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh
masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun
perbuatan. ‘Urf disebut juga adat kebiasaan.®
Sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perkataan (‘Urf Qauly)

misalnya perkataan “Walad” (anak) menurut bahasa sehari-hari hanya

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 160.

% Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

37 Abdul Wahab Khallaf, llmu Ushul Figih, Terj. Halimudin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993),
89.
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khusus untuk anak laki-laki saja, sedang anak perempuan tidak termasuk
dalam perkataan itu, dan perkataan “Lahm” (daging) dalam pembicaraan
sehari-hari tidak mencakup ikan. Dan adat kebiasaan yang berupa
perbuatan (‘Urf Amali) seperti jual beli (ba’i) mu’athah yakni jual beli
dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang
yang telah diambilnya, tanpa mengadakan ijab gabul, karena harga barang
tersebut sudah dimaklumi bersama.®
Adapun dari segi terminologi, kata ‘urf mengandung makna:
“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya
dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun
satu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan
dalam pengertian atimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak
memahaminya dalam pengertian lain.*
2. Macam-macam al-‘Urf
a. Dari segi keabsahanya ‘urf dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:
1. *Urf Shahih
lalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak
bertentangan dengan dalil syara’ tiada menghalalkan yang haram
dan tidak membatalkan yang wajib. Misal adat kebiasaan yang
berlaku dalam dunia perdagangan tentang indent, adat kebiasaan

dalam membayar mahar dan lain sebaginya.

% Miftahul Arifin, A. Faishal Hag, Ushul Figh, (Surabaya: Citra Media, 1997), 146.
%9 Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.
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2. ‘Urf Fasid

lalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan
dengan ketentuan syari’at karena membawa kepada menghalalkan
yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan-
kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan dalam
mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah

dan lain sebagainya.*

b. Ditinjau dari segi jangkauannya, ‘urf dapat dibagi dua, yaitu:

1. “Urf al-Amm

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar
masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar
ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh
atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak

tempuh maksimum.

2. ‘Urf al-Khashsh

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu
masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan
masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk

menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter.*!

c. Berdasarkan objeknya, ‘urf meliputi:

1. *Urf al-lafz}

0 Miftahul Arifin, A. Faishal Haqg, Ushul Figh, (Surabaya: Citra Media, 1997), 147.
* Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2010), 210.
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Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau
ungkapan yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarkat,
misalnya ,daging yang berarti daging sapi, meskipun sesungguhnya
kata ,daging mencakup untuk semua daging yang ada seperti daging
ayam, kambing, termasuk daging sapi.

2. Al-"urf al-‘amali
Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau
mu’amalah keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat
dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan
kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai seragam kerja di
hari-hari tertentu, kebiasaan memakai pakaian adat dalam acara-acara
tertentu. Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah
kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan
cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli
dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya
akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan.*?

3. Dasar-Dasar Kaidah ‘Urf
‘urf tergolong salah satu sumber hukum dari uspl figh yang diambil
dari intisari al-Quran. Di antaranya ayat al-Quran yang menguatkan

kaidah ‘urf adalah QS. Al-A’raf(7) ayat 199:

2
25
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#2 Nasrun Haroen, Usul Figh, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 139-140.
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Artinya: jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*®

Al-amru bi al-ma’ruf pada ayat di atas adalah menyuruh kepada
yang ma’ruf: Kata al-ma’rufartinya sesuatu yang diakui baik oleh hati.
Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan
pertimbangan kabiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut
kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma’ruf
ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu,
kata al-ma’ruf hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan
perjanjian umum sesama manusia, baik dalam hal mu’amalah maupun
adat istiadat.**

Kaidah fikih yang berkaitan dengan ‘urf adalah:

s _ 8 s o

85\

Adat hukum itu dapat menjadi dasar hukum.*
Syarat-Syarat ‘Urf
Para ulama usyl figh menyatakan bahwa suatu “urf dapat dijadikan
sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi
syarat-syarat*® sebagai berikut:
a. ‘urf harus berlaku secara umum, artinya ‘urf itu berlaku dalam
mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

**Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar,
2009), 140.
* Ahjnad Musthfa al-Maraghi, Tafsiral-Maraghi, (Mesir: Musiifa al-Babi al-Halabi, 1974), 281-

** A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta, Sinar Jaya, 1998), 78.
% Nasrun Haroen, Usl Figh..., 143.
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b. “urf harus termasuk ‘urf yang sahjk, artinya tidak bertentangan
dengan nas, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas}bisa
diterapkan.

c. ‘urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan
didasarkan pada ‘urf, artinya kebiasaan itu memang benar-benar
telah dilakukan.

d. ‘urf harus tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas
dalam suatu transaksi, artinya dalam suatu transaksi apabila kedua
belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus
dilakukan. Misalnya, dalam membeli lemari, disepakati oleh
keduanya secara jelas bahwa lemari itu dibawa sendiri oleh pembeli
ke rumahnya, meskipun ‘urf menentukan bahwa lemari yang di beli
akan diantarkan oleh pihak penjual. Tetapi karena dalam akad
secara jelas mereka telah bersepakat bahwa pembeli akan membawa
sendiri barang tersebut ke rumahnya, maka "urf tidak berlaku.*’

5. Kedudukan “Urf
Pada dasarnya semua menyepakati kedudukan al-’urf al-sahiphh}
sebagai salah sat dalil hujjah syara’, akan tetapi di antara mereka terdapat
perbedaan pendapat dari segi penggunaanya sebagai dalil. Kalangan

ulama yang mengakui ‘urf dan dijadikan dasar hukum yaitu:

2 _ 8 oo

L2 sl

Adat hukum itu dapat menjadi dasar hukum.

T 1bid., 144-145.
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Adat itu dapat menjadi dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan
oleh Jalaluddin Abdurrahman. Menurutnya, banyak ketentuan fikih yang
diambil dari adat istiadat. Pertama, adalah usia datang haid, usia baligh,
usia bermimpi, penentuan jumlah dari haid, hari nifas, dan masa suci
menurut kebiasaannya, najis yang dimaafkan, panjang dan pendek dalam
menyambung shalat jamak dan khotbah dan khotbah jumat dan ijab kabul,
salam dan jawabannya. Semua ini berlaku menurut adat istiadat. Kedua,
dianggap adat kebiasaan apabila terus menerus, tetapi apabila terputus-
putus tidaklah dianggap sebagai adat kebiasaan.*®

Secara umum ‘urf diamalkan oleh semua ulama figh, terutama
dikalangan ulama mazhab H@nafiyah dan Matikiyah. Ulama H@nafiyah
menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu
adalah istihsan al- ‘urf yaitu, pengecualian hukum dari prinsip syari’ah
yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku.”® Oleh ulama
Hénafiyah, ‘urf didahulukan atas giyas khafi yaitu giyas yang ‘illah-nya
tidak disebutkan dalam nas secara nyata, sehingga untuk menemukan
‘illah  hukumnya membutuhkan ijtihad.®® Ulama Hgnafiyah juga
mendahulukan ‘urf atas nas}yang umum. Ulama Makkiyah menjadikan
‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam

menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad.

*8 Jalaluddin Abdurrahman, Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi’i , (Surabaya: Bina
1lmu,1986), 164-166.

* Rahman Dahlan, UskibFigh..., 202.

* Ibid, 175.
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Sedangkan ulama Syafi’iyah menggunakan ‘urf dalam hal-hal yang
tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam
penggunaan bahasa.™

Contoh penggunaan “urf sebagai pedoman ialah tentang usia wanita
yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa, masa haid, nifas, dan suci,
ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, Anjuran yang dipandang
sedikit dan banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang
membatalkan salat, tentang sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang
batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan
ketika berwudu, dan ijab qabul, tentang tenggang waktu dalam
pengembalian barang yang telah di beli karena cacat, tentang bolehnya
memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh, dan tentang ukuran
berat, dan sukatan, yang semuanya belum dikenal pada masa Rasulullah
saw. Semua itu menurut pendapat yang kuat berpedoman kepada adat
yang berlaku pada suatu tempat.>

Adapun ‘urf yang rusak, maka tidak harus memeliharanya, karena
memelihara itu bertentangan dengan syara’. Apabila manusia telah saling
mengerti akad di antara akad-akad yang rusak seperti akad riba dan akad
garar, maka bagi ‘urf tidak mempunyai pengaruh dalam memperbolehkan
akad ini. Akan tetapi dalam contoh akad ini di tinjau dari segi lain, yaitu
bahwa akad ini apakah dianggap termasuk darurat atau kebutuhan, artinya

apabila akad tersebut membatalkan berarti menipu peraturan kehidupan

L Amir Syarifuddin, UskbFigh..., 399.
52 Rahman Dahlan, UskbFigh..., 214.
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manusia atau mereka akan memperboleh kesulitan atau tidak. Maka jika
hal itu termasuk darurat atau kebutuhan meraka maka hal itu
diperbolehkan, karena darurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah
diharamkan, sedangkan kebutuhan itu bisa menduduki tempat kedudukan
darurat, dan jika bukan termasuk darurat dan bukan juga termasuk
kebutuhan mereka maka akad tersebut dihukumi batal berdasarkan ini ‘urf

tidak di akui.>®

>3 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj. Noer Iskandar Al- Barsyany dan
Moh.Tolchah Mansoer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 133.



